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security threat through the lenses of human security and feminist security
studies, focusing on how the state responds through legal frameworks,
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review of relevant literature. The findings reveal the absence of explicit legal +*CORRESPONDING AUTHOR

recognition of femicide within Indonesian law, resulting in a persistent gap

between normative commitments and practical enforcement. This gap is [ nadhifah.amalia-2023 @fisip.unair.ac.id
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capacity among law enforcement agencies. By reframing femicide as a
security issue rather than a conventional criminal matter, this study
contributes to existing scholarship by extending Indonesian femicide debates
into the field of security studies and highlighting the urgency of a more
integrated state response in legal enforcement and institutional
strengthening.
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PENDAHULUAN

[stilah femisida atau feminicide/feminicidio mulai diperkenalkan oleh kelompok feminis Amerika
Selatan untuk menjelaskan kompleksitas peran negara dalam kematian perempuan di tangan laki-
laki. Istilah ini dipopulerkan oleh Diana Russell untuk mengungkap berbagai bentuk diskriminasi,
ketidaksetaraan, dan kekerasan sistemik terhadap perempuan yang dalam bentuk paling ekstrem
berujung pada kematian. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, femisida merupakan bentuk paling
ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang berkaitan dengan
diskriminasi gender, ketidaksetaraan relasi kuasa, stereotip gender, dan norma sosial. Femisida kerap
dipahami sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh identitas gender atau
kebencian berbasis gender (Wahyujati & Herawati, 2025).

Femisida umumnya berkaitan dengan perilaku misoginis dan mayoritas dilakukan oleh laki-laki.
Pada tahun 2023, sekitar 51.100 perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dibunuh oleh
pasangan intim atau anggota keluarga mereka, dengan sekitar 60% kasus pembunuhan dalam lingkup
keluarga dilakukan oleh pasangan intim. Banyak dari kasus tersebut berkaitan dengan kebencian
berbasis gender, konflik bersenjata, perdagangan manusia, maupun kejahatan terorganisir lainnya
(Umur et al., 2025).

Data global menunjukkan kegagalan sistemik dalam mencegah kematian perempuan yang
sejatinya dapat dicegah melalui intervensi dini, sistem peradilan yang responsif gender, dan akses
perlindungan yang memadai. Laporan A Gendered Analysis of Violent Deaths mencatat bahwa dari 25
negara dengan tingkat femisida tertinggi di dunia, 14 di antaranya berada di kawasan Amerika Latin
dan Karibia. Pada tahun 2018, sedikitnya 3.287 perempuan menjadi korban femisida di 15 negara
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kawasan tersebut, sebagian besar dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan (Himmah et al.,
2025).

Di Argentina, seorang perempuan diculik, diserang, dan dimutilasi setelah mengajak anjingnya
jalan-jalan. Di Mesir, seorang wanita ditembak mati setelah menolak lamaran pernikahan seorang
lelaki. Di Meksiko, jasad perempuan ditemukan dengan tanda-tanda penyiksaan. Di Pakistan, seorang
wanita dibunuh suaminya karena mengira istrinya telah berselingkuh, dan di Korea Selatan, seorang
wanita ditikam hingga tewas oleh pria asing di toilet umum di stasiun bawah tanah. Perempuan dan
anak perempuan menjadi korban individu dari insiden yang tidak memiliki keterkaitan di berbagai
belahan dunia, namun kematian mereka memiliki akar penyebab yang serupa, yang berkaitan dengan
gender mereka (Wibisono et al., 2025).

Di Indonesia, catatan Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap
perempuan didominasi oleh kekerasan psikis (36%), kekerasan seksual (33%), kekerasan fisik (18%),
dan kekerasan ekonomi (13%). Laporan Jakarta Feminist pada 2024 juga mencatat peningkatan
sebesar 1% kasus kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan, dan perempuan trans
dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki yang memiliki hubungan
intim atau kekeluargaan dengan korban (Miles et al., 2025; Ulum, 2025). Kondisi ini menegaskan
bahwa femisida dan kekerasan berbasis gender bukan semata persoalan privat, melainkan persoalan
keamanan hak asasi perempuan yang menuntut peran negara secara serius.

Riset Values Champion menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling tidak aman bagi
perempuan di kawasan Asia Pasifik. Kekerasan berbasis gender terus berulang karena dominasi nilai
patriarki dan norma gender yang mengekang otonomi perempuan. Di sisi lain, menguatnya gerakan
perempuan justru memicu reaksi konservatif yang berujung pada eskalasi kekerasan. Salah satu
contoh kasus pada tahun 2023 menunjukkan pembunuhan terhadap perempuan hamil oleh ayah
mertuanya, yang diduga berkaitan dengan upaya pemerkosaan yang gagal (Sarkar et al., 2025). Kasus
ini merefleksikan konstruksi perempuan sebagai objek kepemilikan dan dominasi, yang menjadi
faktor pendorong terjadinya femisida.

Femisida secara nyata merupakan ancaman terhadap human security karena melanggar hak
dasar perempuan atas rasa aman dan hidup bermartabat. Dalam konteks Indonesia, femisida tidak
dapat dipahami hanya sebagai kejahatan domestik, tetapi sebagai ancaman keamanan non-tradisional
yang bersifat struktural. Temuan Asia Justice and Rights (2022) menunjukkan bahwa kekerasan
berbasis gender terhadap perempuan Aceh selama konflik bersenjata (1976-2005) digunakan sebagai
strategi teror, sementara mekanisme reparasi negara dinilai belum memadai dan cenderung
mengabaikan kebutuhan korban. Argumen ini diperkuat oleh Refikal (2024) yang menekankan
normalisasi budaya patriarki dan ketimpangan gender sebagai faktor utama femisida di Indonesia.
Hingga kini, kasus femisida masih diperlakukan sebagai pembunuhan biasa dalam KUHP tanpa
terminologi khusus, sehingga menciptakan legal gap dalam penanganannya (Ullman et al., 2025;
Khoury et al., 2025). Akbar et al. (2025) bahkan menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat
femisida, dengan sebagian besar kasus terjadi di ruang domestik.

Isu femisida baik secara global maupun domestik telah menjelma menjadi isu ancaman
keamanan non-tradisional, karena dapat memicu kerentanan sosial dan mempengaruhi stabilitas
kepercayaan terhadap institusi hukum. Isu ini juga menjadi indikator ketidaksetaraan gender dan
pelanggaran hak asasi manusia. Femisida merupakan fenomena global yang kompleks yang
membutuhkan pendekatan multilateral dan interseksional, sehingga struktur sosial dan kelembagaan
memiliki peran dalam menjamin keamanan perempuan. Ketika budaya dan sistem hukum gagal
dalam melindungi perempuan dan ancaman keamanan perempuan, hal ini mencerminkan indikasi
ancaman keamanan non-tradisional akibat lemahnya penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi
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manusia dengan kesadaran penuh. Isu femisida bisa menjadi masalah keamanan nasional jika dilihat
sebagai bagian dari keamanan manusia dan kebijakan sosial, sehingga negara memiliki kewajiban
untuk melindungi hak setiap warganya. Kegagalan dalam menangani femisida dapat mengindikasikan
pelanggaran hak asasi manusia secara struktural (Janatolmakan et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa femisida telah dipahami sebagai fenomena
struktural yang berkaitan erat dengan relasi kuasa gender dan kegagalan negara dalam memberikan
perlindungan yang memadai bagi perempuan. Laporan global oleh UNODC dan UN Women
menegaskan bahwa femisida merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang
sebagian besar terjadi dalam relasi intim dan keluarga, sehingga menempatkannya sebagai ancaman
serius terhadap keamanan manusia, meskipun kajian tersebut masih bersifat makro dan belum
mengulas respons negara secara kontekstual (UNODC & UN Women, 2024). Dalam konteks
Indonesia, kajian Zulaichah (2022) dan Salamor et al. (2024) menyoroti femisida terutama sebagai
persoalan hukum, dengan temuan utama berupa ketiadaan pengakuan eksplisit femisida dalam
sistem hukum pidana nasional yang menyebabkan penanganannya direduksi sebagai pembunuhan
biasa. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi legal gap, namun belum
menempatkan femisida secara eksplisit dalam kerangka keamanan non-tradisional. Sementara itu,
Adyan dan Anditya (2025) menekankan urgensi reformasi hukum femisida dengan pendekatan
kebijakan publik dan peningkatan kapasitas aparat, tetapi masih membatasi analisis pada dimensi
normatif dan kelembagaan. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, laporan Asia Justice and Rights
(2022) memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk pembunuhan perempuan, dapat
berfungsi sebagai strategi teror dalam konteks konflik bersenjata, yang berdampak langsung pada
runtuhnya keamanan manusia perempuan akibat absennya mekanisme reparasi yang sensitif gender.
Meskipun tidak secara khusus menggunakan terminologi femisida dalam kerangka keamanan non-
tradisional, temuan AJAR memperkuat argumen bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan
persoalan keamanan yang bersifat struktural.

Kajian femisida di Indonesia sejauh ini didominasi oleh perspektif hukum, sosial, dan budaya
yang cenderung memosisikannya sebagai persoalan kriminalitas atau pelanggaran hak asasi manusia.
Penelitian yang secara eksplisit menempatkan femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional
dalam kerangka human security dan Feminist Security Studies, khususnya dalam menganalisis respons
negara melalui kebijakan hukum dan kelembagaan, masih sangat terbatas. Artikel ini menawarkan
kebaruan dengan mengintegrasikan kajian femisida ke dalam diskursus studi keamanan
kontemporer, memosisikannya sebagai ancaman terhadap keamanan manusia perempuan, serta
menganalisis secara kritis bagaimana negara Indonesia merespons femisida sebagai persoalan
keamanan yang bersifat struktural dan sistemik.

Penelitian ini mengkaji dua fokus permasalahan utama. Pertama, bagaimana femisida dipahami
dan diposisikan dalam konteks Indonesia sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang
berdampak langsung pada human security, khususnya terhadap keamanan hak hidup dan rasa aman
perempuan, termasuk keterbatasan pengakuan konseptual dan yuridis femisida dalam sistem hukum
nasional. Kedua, bagaimana respons negara Indonesia terhadap femisida diwujudkan melalui
kebijakan hukum, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum, serta sejauh mana respons tersebut
mencerminkan prinsip human security dan perspektif Feminist Security Studies dalam menangani
femisida sebagai persoalan keamanan yang bersifat struktural dan sistemik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menganalisis femisida sebagai ancaman keamanan non-
tradisional serta menelaah respons negara dalam menangani isu tersebut di Indonesia (Khotimah et
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al., 2025). Penelitian ini diposisikan sebagai kajian literatur analitis yang berorientasi kebijakan
(policy-oriented review). Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menghasilkan temuan
empiris lapangan. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis wacana, kebijakan, dan kerangka
normatif negara dalam merespons femisida sebagai bagian dari isu keamanan non-tradisional.
Pendekatan ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap konstruksi negara dalam memahami
kekerasan berbasis gender.

Pendekatan deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis respons
negara terhadap femisida di Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman keamanan non-tradisional
dan berdampak pada keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis
mendeskripsikan fenomena sosial dan kebijakan yang relevan secara sistematis. Tahap deskripsi
tersebut kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta
implikasi kebijakan dalam konteks human security. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang
lebih komprehensif terhadap hubungan antara kekerasan berbasis gender dan keamanan manusia.
Pemilihan pendekatan ini yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk
memahami dan menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual (Creswell, 2019).

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kebijakan guna menelaah bagaimana femisida
dikonstruksikan, dibingkai, dan diposisikan dalam regulasi serta dokumen resmi negara. Analisis ini
mencakup telaah terhadap laporan institusional, peraturan perundang-undangan, dan narasi
kebijakan yang diproduksi oleh aktor negara. Pendekatan analisis wacana digunakan untuk
mengungkap relasi kuasa yang bekerja dalam proses perumusan kebijakan. Analisis ini juga diarahkan
untuk mengidentifikasi asumsi normatif dan bias gender yang memengaruhi desain serta
implementasi kebijakan terkait femisida. Kebijakan dipahami tidak hanya sebagai instrumen teknis,
tetapi juga sebagai produk konstruksi sosial dan politik.

Data penelitian dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang meliputi buku akademik,
artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen
kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memanfaatkan laporan media
daring, siaran pers, dan liputan video yang relevan dengan isu femisida, keamanan non-tradisional,
human security, dan Feminist Security Studies. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif
berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kekinian publikasi. Teknik analisis data mengacu pada model
Miles dan Huberman yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara
sistematis, transparan, dan koheren dalam menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Femisida dalam Kerangka Keamanan Non-Tradisional dan Human Security di Indonesia

Pemahaman mengenai femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional berangkat dari
pergeseran paradigma keamanan yang tidak lagi terbatas pada ancaman militer dan konflik
antarnegara. Keamanan tradisional menempatkan negara sebagai objek utama perlindungan dari
ancaman eksternal, sedangkan keamanan non-tradisional berkembang pasca Perang Dingin ketika
berbagai ancaman baru muncul dan berdampak langsung pada kehidupan manusia, seperti krisis
kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, kesehatan, terorisme, serta persoalan
gender. Pergeseran ini membuka ruang analitis untuk memahami femisida sebagai ancaman
keamanan yang tidak bersifat insidental, melainkan melekat pada struktur sosial dan relasi kuasa
dalam masyarakat.

Kerangka tersebut sejalan dengan pemikiran Barry Buzan yang memandang keamanan sebagai
konsep multidimensional yang mencakup sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
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Ancaman keamanan tidak selalu hadir dalam bentuk agresi fisik, tetapi juga dapat muncul dari
persoalan sosial yang menggerus eksistensi individu dan kelompok. Melalui konsep sekuritisasi, suatu
isu dapat diperlakukan sebagai ancaman keamanan ketika dikonstruksikan secara sosial dan politik
sebagai sesuatu yang membahayakan keberlangsungan hidup entitas tertentu, termasuk individu
(Buzan, 1991; Sciarrino & Todesco, 2025). Femisida memenuhi karakteristik tersebut karena
pembunuhan perempuan berbasis gender mengancam keamanan sosial, merusak kepercayaan
terhadap institusi hukum, serta mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan warga negara.

Pendekatan human security memperkuat posisi femisida sebagai ancaman keamanan dengan
menempatkan manusia, bukan negara, sebagai subjek utama keamanan. Paradigma ini berkembang
ketika ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, penyakit, dan pelanggaran hak asasi manusia
semakin mendominasi agenda keamanan global (Owen, 2004). Human Development Report UNDP
1994 mengidentifikasi keamanan manusia sebagai kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari
kekurangan, yang diwujudkan melalui tujuh dimensi keamanan, termasuk keamanan personal dan
keamanan politik. Kedua dimensi tersebut secara langsung berkaitan dengan perlindungan
perempuan dari kekerasan ekstrem dan pembunuhan berbasis gender (Malinda et al., 2025).

Femisida merepresentasikan pelanggaran serius terhadap keamanan personal perempuan
karena mencabut hak paling mendasar, yaitu hak hidup dan rasa aman. Ketika negara gagal
mencegah, mengidentifikasi, dan menangani femisida secara memadai, kegagalan tersebut tidak
hanya berdampak pada korban individual, tetapi juga melemahkan legitimasi negara sebagai
pelindung keamanan manusia. Dalam perspektif ini, femisida menunjukkan keterbatasan negara
dalam memenuhi tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi martabat manusia, terutama
kelompok perempuan yang berada pada posisi rentan.

Femisida tidak dapat dilepaskan dari ketidaksetaraan gender yang dilembagakan melalui budaya
patriarki dan relasi kuasa yang timpang. Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari
ketidakadilan struktural yang direproduksi melalui norma sosial, konstruksi maskulinitas, dan praktik
pengendalian terhadap tubuh perempuan. Faktor-faktor seperti superioritas laki-laki, ketergantungan
ekonomi, konflik relasi intim, serta stigma terhadap perempuan memperkuat kerentanan perempuan
terhadap kekerasan ekstrem. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran terhadap hak-hak
perempuan dan praktik victim blaming yang mengaburkan tanggung jawab pelaku (Azzahra et al.,

2025).

Analisis feminisme radikal menempatkan relasi gender sebagai relasi kekuasaan yang
terstruktur secara sistemik. Penindasan perempuan sebagai persoalan politis yang tertanam dalam
institusi sosial, mulai dari keluarga hingga sistem hukum. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk
femisida, muncul sebagai ekspresi ekstrem dari kontrol patriarki atas tubuh dan kehidupan
perempuan. Stigmatisasi tubuh perempuan dan normalisasi kekerasan seksual mempersempit ruang
empati sosial terhadap korban, sekaligus melemahkan sensitivitas negara dalam merespons femisida
sebagai ancaman serius (Sitohang et al., 2025).

Secara tipologis, femisida terbagi ke dalam beberapa bentuk utama. Intimate Partner Femicide
(IPF) merupakan bentuk yang paling dominan dan biasanya didahului oleh kekerasan dalam rumah
tangga yang berulang. Honor-Related Femicide (HRF) dilakukan oleh keluarga atau komunitas atas
nama kehormatan dan sering memperoleh legitimasi sosial, menjadikannya bentuk diskriminasi
paling ekstrem terhadap perempuan. Selain itu, UNODC juga mengidentifikasi femisida yang
berkaitan dengan perdagangan manusia, konflik bersenjata, mutilasi, dan diskriminasi terhadap
orientasi seksual, yang sering terhubung dengan kejahatan terorganisir dan jaringan transnasional
(Handayani & Agustina, 2025).
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Pola tersebut tercermin secara nyata di Indonesia. Budaya patriarki yang masih kuat
menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai subordinat, menciptakan
relasi kuasa yang timpang. Data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan kasus
femisida sepanjang 2020-2024, dengan lonjakan hingga 290 kasus dalam periode Oktober 2023-
Oktober 2024. Sejumlah kasus yang mencuat ke ruang publik, seperti pembunuhan perempuan dalam
koper di Cikarang, mutilasi istri oleh suami di Ciamis, serta pembunuhan akibat kecemburuan dan
tekanan ekonomi, memperlihatkan pola IPF yang konsisten (Nazar et al., 2025).

Tren ini berlanjut pada 2025 dengan munculnya kasus mutilasi ekstrem terhadap perempuan
oleh pasangan intim yang dipicu oleh kemarahan, kontrol emosional, dan relasi kuasa yang timpang.
Mayoritas pelaku berasal dari lingkar relasi terdekat korban, dengan motif yang berkaitan dengan
maskulinitas yang terancam, sakit hati, dan ketidakstabilan ekonomi. Dominasi IPF menunjukkan
menyempitnya ruang aman perempuan, baik di ranah domestik maupun sosial, serta memperlihatkan
femisida sebagai ancaman berkelanjutan terhadap keamanan perempuan sebagai subjek utama
human security (Nadia & Putikadyanto, 2025).

Femisida tidak bisa dianggap sebagai kasus kriminal biasa, tindakan femisida biasanya berakar
pada ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan misoginis yang menempatkan perempuan sebagai
kelompok rentan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi nyata dari ketidakadilan
gender akibat ketidaksetaraan struktural yang terus menerus dilestarikan oleh masyarakat. Beberapa
faktor yang mendorong isu femisida biasanya didorong oleh masalah maskulinitas, superior laki-laki,
budaya patriarki, ekonomi yang tidak stabil, hingga persoalan percintaan yang kompleks seperti
cemburu, cinta tak terbalaskan, dan penolakan tanggung jawab kehamilan. Kondisi ini bisa
diperburuk oleh ketidaktahuan tentang hak-hak perempuan dan stigma negatif terhadap perempuan
dalam situasi tertentu (Azzahra et al., 2025).

Menempatkan femisida dalam kerangka keamanan non-tradisional dan human security
menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan sistemik.
Femisida menggerus keamanan personal perempuan sekaligus merusak keamanan sosial melalui
normalisasi kekerasan berbasis gender dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi
hukum. Ketika pembunuhan perempuan terus berulang dalam ruang domestik maupun sosial tanpa
pengakuan konseptual yang memadai, negara menghadapi persoalan keamanan manusia yang serius
karena gagal melindungi kelompok rentan dari ancaman paling ekstrem terhadap hak hidup.

Kegagalan tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai kekosongan regulasi, melainkan
sebagai refleksi dari bias struktural dalam cara negara memaknai keamanan. Perspektif keamanan
yang masih berorientasi negara dan netral gender cenderung mengabaikan pengalaman perempuan
sebagai subjek keamanan. Akibatnya, femisida tetap diperlakukan sebagai kejahatan individual yang
terpisah dari konteks relasi kuasa gender, budaya patriarki, dan ketimpangan sosial yang
melingkupinya. Kondisi ini mempersempit ruang intervensi negara pada aspek represif semata dan
mengabaikan dimensi pencegahan serta perlindungan keamanan perempuan secara menyeluruh.

Pendekatan human security menuntut perubahan cara pandang tersebut dengan menempatkan
keselamatan dan martabat perempuan sebagai indikator utama keamanan. Keamanan personal dan
keamanan hak asasi perempuan tidak dapat dijamin tanpa pengakuan bahwa femisida merupakan
ancaman yang lahir dari struktur sosial dan institusional yang timpang. Ketika negara tidak mampu
mengidentifikasi femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional, risiko kekerasan berulang
tetap tinggi dan ruang aman perempuan terus menyempit, baik di ranah privat maupun publik.

Analisis ini menegaskan bahwa femisida harus dipahami sebagai sinyal krisis keamanan manusia
yang menuntut respons negara secara lebih terintegrasi. Penguatan kerangka keamanan non-
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tradisional dan human security membuka jalan bagi pendekatan yang tidak hanya berfokus pada
penindakan hukum, tetapi juga pada transformasi struktur sosial, peningkatan sensitivitas gender
dalam kebijakan, serta penguatan mekanisme perlindungan perempuan. Posisi ini sekaligus menutup
pembahasan dengan menegaskan bahwa femisida bukan sekadar kegagalan individu atau keluarga,
melainkan persoalan keamanan manusia yang mencerminkan kapasitas negara dalam menjamin hak
hidup dan rasa aman perempuan sebagai warga negara.

Respons Negara Indonesia terhadap Femisida dalam Perspektif Feminist Security Studies

Pembahasan femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional dan human security menempatkan
perempuan sebagai subjek utama keamanan sekaligus menunjukkan bahwa ancaman dapat berasal
dari struktur sosial, bukan dari konflik antarnegara. Titik ini perlu disambungkan dengan perspektif
Feminist Security Studies (FSS) yang sejak awal mengkritik bias keamanan yang terlalu berpusat pada
negara dan mengabaikan pengalaman perempuan. Keamanan harus dibaca melalui pengalaman
kelompok rentan, terutama perempuan yang menghadapi ancaman nyata baik pada situasi perang
maupun damai. FSS mendorong pergeseran dari keamanan negara menuju human security yang
berperspektif gender karena analisis keamanan yang mengabaikan relasi gender menghasilkan
pembacaan timpang dan kebijakan yang tidak inklusif (Santoso et al., 2025). Kerangka ini
memampukan analisis respons negara Indonesia terhadap femisida tidak berhenti pada evaluasi
hukum formal, tetapi menguji apakah kebijakan dan institusi benar-benar mengakui kerentanan
berbasis gender, mengintegrasikan pengalaman perempuan, serta menempatkan perlindungan
sebagai prioritas keamanan.

FSS memandang femisida sebagai ancaman terhadap keamanan sosial dan keamanan individu
karena ia merusak kohesi sosial, mereproduksi ketidaksetaraan gender, dan memperlihatkan
bagaimana kekerasan dilembagakan melalui norma patriarki yang menormalisasi dominasi atas
perempuan. Femisida dapat diposisikan sebagai ancaman pada sektor sosial karena menyerang
identitas dan hak asasi perempuan, sekaligus ancaman pada sektor politik karena memperlihatkan
kegagalan negara melindungi warga dari diskriminasi struktural. Femisida lahir dari struktur sosial
patriarki yang diskriminatif dan memvalidasi kekerasan terhadap perempuan, sehingga ia harus
dipahami sebagai masalah keamanan, bukan sekadar isu sosial. Posisi ini menempatkan femisida
sebagai ancaman terhadap hak perempuan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekurangan, yang
menjadi inti human security sebagaimana dibahas sebelumnya.

Argumen tersebut menegaskan pijakan artikel ini: femisida tidak dapat dipahami semata sebagai
tindak kriminal individual, melainkan manifestasi kekerasan berbasis gender yang struktural dan
sistemik. Kerangka keamanan non-tradisional dan human security membaca femisida sebagai cermin
kegagalan negara menjamin keamanan hak dasar perempuan, terutama hak untuk hidup bebas dari
rasa takut dan kekerasan. Karena itu, analisis diarahkan pada respons negara Indonesia dalam
menangani femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional berbasis gender, dengan fokus pada
posisi femisida dalam kebijakan hukum nasional, keterbatasan regulasi yang ada, serta sejauh mana
perspektif keamanan berperspektif gender hadir dalam praktik perlindungan negara terhadap
perempuan.

Data Komnas Perempuan menunjukkan fenomena femisida di Indonesia semakin mencuat
dalam lima tahun terakhir, tetapi respons negara belum tampil komprehensif. Negara-negara seperti
Meksiko, Peru, Kosta Rika, Chili, dan Argentina telah memiliki undang-undang khusus tentang
femisida, sementara Indonesia belum memiliki regulasi tegas yang menangani femisida secara
spesifik. Banyak kasus yang terindikasi femisida masih digolongkan sebagai tindak pidana umum
(Nurlaila et al., 2025). Pola ini menunjukkan bias kebijakan yang penting dalam bacaan FSS: negara
mengakui kekerasan terhadap perempuan secara parsial, tetapi belum mengafirmasi femisida sebagai
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bentuk kekerasan paling ekstrem yang memiliki motif dan pola gender spesifik. Absennya pengakuan
formal membuat femisida kurang terlihat dalam tata kelola keamanan, padahal ia menyasar
keamanan personal dan hak asasi perempuan secara langsung.

Indonesia memang memiliki perangkat hukum yang dapat dipakai untuk merespons kekerasan
terhadap perempuan, seperti UUD 1945, UU HAM No. 39/1999 yang menegaskan kewajiban negara
melindungi hak hidup dan bebas dari diskriminasi, UU PKDRT No. 23/2004 untuk kekerasan
domestik, dan UU TPKS No. 12/2022 untuk kekerasan seksual. Masalah muncul pada ketiadaan
terminologi “femisida” sebagai tindak pidana khusus, sehingga kasus femisida tetap diproses melalui
pasal umum pembunuhan. Situasi ini menghapus motif gender dari proses hukum dan menyulitkan
pembacaan struktural atas kekerasan. Pengesahan regulasi terkait kekerasan seksual pada 2022 sering
dipahami sebagai langkah besar, tetapi regulasi itu masih belum memasukkan femisida secara khusus
dan tidak menautkan motif gender pada hukum pembunuhan. Lemahnya perlindungan hukum
terhadap femisida mempertahankan kerentanan perempuan karena tidak menyediakan basis hukum
yang spesifik untuk pencegahan, penuntutan, dan pemulihan yang setara (Efremov, 2025; Yusri et al.,
2025). FSS membaca kondisi ini sebagai bentuk “ketidakpekaan gender” pada desain kebijakan
keamanan: negara tampak hadir secara normatif, tetapi tidak menyusun instrumen yang mengakui
karakter politik dari kekerasan berbasis gender.

Masalah tidak berhenti pada regulasi; praktik penegakan hukum menunjukkan kesenjangan
serius antara komitmen normatif dan implementasi. Aparat penegak hukum—kepolisian dan
pengadilan—kerap gagal menjadikan risiko kekerasan berbasis gender sebagai dasar tindakan
preventif. Kasus pembunuhan terhadap W (31) di Bandung pada Mei 2022 menggambarkan pola
tersebut: keluarga korban telah meminta perlindungan ke Polsek Padalarang lima hari sebelum
kejadian, tetapi laporan tidak ditanggapi karena dianggap tidak memiliki bukti kuat. Logika ini
menunjukkan bias institusional: ancaman pada perempuan sering dipandang sebagai persoalan
domestik yang belum “cukup serius” sampai kekerasan terjadi. Kasus Ronald Tannur yang sempat
diputus bebas setelah membunuh kekasihnya pada akhir 2024 dan kemudian berujung pidana lima
tahun memperlihatkan problem pada level peradilan: keputusan dan penjatuhan hukuman tidak
mencerminkan perlindungan yang kuat bagi korban dan tidak memulihkan rasa keadilan. Fenomena
ini menunjukkan bahwa institusi hukum tidak netral gender; ia dapat mereproduksi ketidakadilan
ketika relasi kuasa gender tidak diakui sebagai faktor kunci tindak kekerasan (Akbar et al., 2025).

Ketiadaan definisi femisida dalam aturan Indonesia juga memperlemah sistem pencegahan dan
penanganan karena negara tidak memiliki kategori analitis untuk membangun data, indikator risiko,
dan protokol respons yang konsisten. Aturan yang berlaku belum mengadopsi definisi femisida
sebagaimana disepakati secara global dalam deklarasi Wina, sehingga pembunuhan terhadap
perempuan tetap diperlakukan sebagai pembunuhan umum tanpa spesifikasi motif gender.
Pernyataan Komisioner Komnas Perempuan menegaskan persoalan tersebut: “tanpa pengakuan
hukum yang eksplisit, sulit untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif.”
Ketiadaan pengakuan itu membuat femisida dipahami sebagai kriminalitas biasa, bukan pelanggaran
HAM atau ancaman keamanan non-tradisional. Pengaturan pasal khusus femisida dipandang penting
karena memberi dasar hukum jelas bagi perlindungan perempuan, meningkatkan visibilitas kasus,
dan membantu aparat mengidentifikasi pola kekerasan berbasis gender. Penguatan regulasi perlu
berjalan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas layanan korban untuk
mengenali indikator femisida dan memastikan perlindungan korban berjalan efektif (Zeller et al.,

2025).

Kerangka keamanan non-tradisional dan human security menguatkan kritik FSS terhadap
respons negara yang masih berorientasi normatif. UNDP memperkenalkan keamanan manusia
sebagai pergeseran dari keamanan teritorial menuju kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari
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kekurangan, serta mengaitkannya dengan pembangunan manusia berkelanjutan dan penguatan tata
kelola lembaga global (Nadia & Putikadyanto, 2025). Femisida seharusnya dibaca sebagai ancaman
terhadap personal security, community security, dan political security. Respons negara yang menempel
pada pasal pembunuhan umum membuat dimensi keamanan politik dan keamanan personal
perempuan tidak tertangani karena motif diskriminasi gender tidak menjadi dasar hukum maupun
dasar penilaian risiko. Negara memproses akibat, tetapi tidak merespons akar struktural yang
memproduksi ancaman.

Pada skala internasional, laporan UNODC Women menunjukkan bahwa ratusan ribu
perempuan dibunuh setiap tahun oleh pasangan atau anggota keluarga, dan rumah sering menjadi
tempat paling berbahaya bagi perempuan. Pola ini relevan dengan situasi Indonesia yang
menunjukkan femisida berakar pada normalisasi budaya patriarki, stereotip sosial, serta kegagalan
institusional merespons ancaman secara dini. Kajian pustaka dan paparan data yang telah dibahas
sebelumnya memperlihatkan bahwa femisida mengganggu stabilitas keamanan manusia—hak hidup,
martabat, dan keselamatan perempuan—sehingga menempatkannya sebagai isu keamanan non-
tradisional yang menuntut kehadiran negara secara nyata, bukan sekadar hadir sebagai teks hukum.

Kesenjangan terbesar muncul pada jarak antara regulasi dan implementasi. Indonesia belum
memiliki regulasi yang mengakui femisida sebagai tindak pidana akibat diskriminasi gender,
sementara penyelesaian kasus masih mengandalkan pasal umum KUHP, membuat motif gender tidak
terlihat dan mengurangi peluang keadilan substantif bagi korban. Perbandingan dengan Filipina
menunjukkan bahwa kebijakan dapat dirancang lebih protektif melalui UU Anti-VAWC No. 9262
tahun 2004 yang memberi instrumen hukum kuat untuk menangani kekerasan pasangan intim,
termasuk mekanisme perlindungan, penahanan, dan layanan sosial bagi korban. Walau istilah
femisida tidak digunakan, unsur diskriminasi gender diarusutamakan dalam pencegahan dan respons
serta mendapat prioritas investigasi (Khotimah et al., 2025). Pelajaran yang dapat ditarik adalah
urgensi adopsi kebijakan yang meningkatkan visibilitas kasus, memperkuat sensitivitas gender aparat,
serta memperluas layanan pemulihan bagi korban dan keluarga korban.

FSS membantu membaca femisida sebagai bentuk kekerasan yang dapat beroperasi sebagai
terorisme seksis akibat keangkuhan maskulinitas, terutama ketika pelaku menggunakan
pembunuhan ekstrem untuk mengontrol, menghukum, atau “memulihkan” superioritasnya. Paparan
kasus di Indonesia menunjukkan pemicu yang berulang: ketersinggungan maskulinitas, kemarahan
dan kehilangan kontrol, KDRT yang dipengaruhi tekanan ekonomi, serta kekerasan seksual yang
berujung pembunuhan. Respons negara yang efektif perlu bergerak melalui pendekatan
multidimensional yang melibatkan hukum, pendidikan, dan perubahan sosial, sekaligus memerlukan
kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman bagi perempuan (Zai et
al., 2025). Tanpa kepekaan dan kebijakan yang spesifik, femisida akan terus diperlakukan sebagai
pembunuhan biasa, padahal ia merupakan bentuk paling ekstrem dari diskriminasi gender dan
ancaman terhadap keamanan hak asasi perempuan.

Analisis respons negara Indonesia melalui perspektif Feminist Security Studies menunjukkan
bahwa persoalan utama bukan hanya ketiadaan regulasi khusus femisida, tetapi juga cara negara
memahami keamanan itu sendiri. Kebijakan dan praktik penegakan hukum masih dibangun di atas
asumsi netral gender yang mengaburkan relasi kuasa dan pengalaman perempuan sebagai subjek
keamanan. Akibatnya, femisida diproses sebagai peristiwa kriminal terisolasi, sementara pola
kekerasan berbasis gender yang berulang dan dapat diprediksi tidak direspons sebagai ancaman
keamanan yang memerlukan intervensi sistemik dan preventif.

Ketidaksinkronan antara komitmen normatif dan implementasi kebijakan memperlihatkan
keterbatasan kapasitas institusional negara dalam mengelola ancaman keamanan non-tradisional
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berbasis gender. Negara telah meratifikasi berbagai instrumen perlindungan hak asasi perempuan
dan memiliki regulasi terkait kekerasan berbasis gender, tetapi instrumen tersebut belum
dioperasionalkan secara konsisten dalam penanganan femisida. Perspektif Feminist Security Studies
menilai situasi ini sebagai bentuk eksklusi pengalaman perempuan dari agenda keamanan nasional,
yang pada gilirannya mempertahankan kerentanan struktural dan mempersempit ruang keadilan bagi
korban serta keluarganya.

Pembacaan femisida sebagai ancaman keamanan non-tradisional mengharuskan negara
melampaui pendekatan hukum pidana konvensional. Perlindungan keamanan perempuan tidak
dapat dicapai hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi menuntut integrasi kebijakan pencegahan,
sistem peringatan dini, layanan korban yang berperspektif gender, serta penguatan kapasitas aparat
untuk mengenali pola kekerasan sebelum berujung pada pembunuhan. Tanpa pengakuan femisida
sebagai ancaman keamanan yang sah, negara akan terus bergerak reaktif dan kehilangan peluang
mencegah kekerasan paling ekstrem terhadap perempuan.

Posisi ini menegaskan bahwa femisida merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana
negara menjalankan tanggung jawabnya dalam kerangka human security. Ketika negara gagal
melindungi perempuan dari ancaman yang berasal dari relasi kuasa domestik dan sosial, kegagalan
tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan keamanan manusia secara keseluruhan. Respons
negara terhadap femisida tidak hanya mencerminkan kualitas sistem hukum, tetapi juga
menunjukkan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan dalam struktur sosial yang timpang.

Bagian pembahasan ini menegaskan bahwa respons negara Indonesia terhadap femisida masih
menghadapi batasan konseptual, normatif, dan institusional. Perspektif Feminist Security Studies
membuka ruang analisis untuk memahami femisida sebagai ancaman keamanan yang bersifat
struktural dan sistemik, serta menuntut transformasi cara negara memaknai, merancang, dan
mengimplementasikan kebijakan keamanan. Penegasan ini sekaligus menutup pembahasan dengan
menempatkan femisida sebagai ujian nyata bagi agenda keamanan non-tradisional dan komitmen
negara dalam menjamin hak hidup dan rasa aman perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari
keamanan manusia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa femisida di Indonesia merupakan ancaman keamanan non-
tradisional yang bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar tindak kriminal individual. Dalam
kerangka human security dan Feminist Security Studies, femisida mencerminkan kegagalan negara
dalam menjamin keamanan personal dan hak hidup perempuan akibat kuatnya relasi kuasa gender,
normalisasi budaya patriarki, serta lemahnya pengakuan konseptual dan yuridis terhadap motif
gender dalam kebijakan keamanan. Respons negara masih berorientasi normatif dan represif, dengan
menempatkan femisida dalam kategori pembunuhan umum, sehingga mengaburkan pola kekerasan
berbasis gender dan membatasi upaya pencegahan serta perlindungan yang berperspektif keamanan
manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada data sekunder dan kajian literatur
analitis, sehingga belum menangkap secara langsung pengalaman korban, keluarga korban, dan
aparat penegak hukum di lapangan. Keterbatasan ini berimplikasi pada ruang analisis empiris yang
belum sepenuhnya menggambarkan dinamika praktik penanganan femisida. Penelitian selanjutnya
dapat memperkaya temuan dengan memasukkan data kualitatif lapangan, seperti wawancara
mendalam dan studi kasus, serta memperluas cakupan analisis terhadap variasi konteks sosial dan
regional di Indonesia.
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Penelitian lanjutan perlu mengkaji femisida melalui pendekatan multidisipliner yang
mengintegrasikan studi keamanan, hukum, sosiologi, dan gender untuk memetakan pola risiko,
mekanisme pencegahan, serta kapasitas institusional negara secara lebih komprehensif. Kajian
komparatif antarnegara yang telah mengadopsi regulasi khusus femisida juga diperlukan untuk
mengidentifikasi praktik kebijakan yang efektif dan adaptif bagi konteks Indonesia. Selain itu,
penelitian masa depan dapat menelaah peran aktor non-negara, termasuk organisasi masyarakat sipil
dan komunitas lokal, dalam membangun sistem perlindungan perempuan yang berkelanjutan sebagai
bagian dari agenda keamanan non-tradisional.
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